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INTISARI 

 

Judul skripsi “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Penggelapan Hak Atas Tanah Milik Orang Lain Berdasarkan Pasal 385 

KUHP”. Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana bentuk Pelaku melakukan 

melakukan tindak pidana penggelapan hak milik atas tanah orang lain yang belum 

bersertifikat? 2) Bagaimana pembuktian hak kepemilikan tanah oleh Jaksa Penuntut 

Umum dalam tindak pidana penggelapan hak milik atas tanah orang lain yang belum 

bersertifikat? dan 3) Bagaimana putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana 

penggelapan hak milik atas tanah orang lain yang belum bersertifikat? Tujuan 

penelitian adalah 1) untuk mengetahui bentuk-bentuk pelaku melakukan tindak 

pidana penggelapan hak milik atas tanah orang lain yang belum bersertifikat, 2) 

untuk mengetahui pembuktian hak kepemilikan tanah oleh Jaksa Penuntut Umum 

dalam tindak pidana penggelapan hak milik atas tanah orang lain yang belum 

bersertifikat, dan 3) untuk mengetahui putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana 

penggelapan hak milik atas tanah orang lain yang belum bersertifikat. Penelitian ini 

bersifat deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan 

atau studi dokumen, yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa buku-

buku, peraturan perundang-undangan, referensi putusan pengadilan. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah bentuk pelaku melakukan tindak pidana penggelapan hak 

milik atas tanah orang lain yang belum bersertifikat, dan pembuktian hak 

kepemilikan tanah oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana penggelapan hak 

milik atas tanah orang lain. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan hak milik atas tanah 

orang lain yang belum bersertifikat. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Bentuk pelaku melakukan tindak 

pidana penggelapan hak milik atas tanah orang lain yang belum bersertifikat adalah 

sewa dan jual. 2) Pembuktian hak kepemilikan tanah oleh Jaksa Penuntut Umum 

dalam tindak pidana penggelapan hak milik atas tanah orang lain yang belum 

bersertifikat adalah Sesuai Pasal 184 KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan 

ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. dan 3) Putusan hakim terhadap pelaku 

tindak pidana penggelapan hak milik atas tanah orang lain yang belum bersertifikat 

adalah pemidanaan dan membayar biaya perkara. 

        Saran, bagi masyarakat yang mempunyai tanah agar dapat melengkapi 

administrasi untuk mendaftarkan ke Kantor Pertanahan guna proses penerbitan 

Sertifikat Hak Milik dan diharapkan untuk tidak melakukan tindak pidana 

penggelapan hak milik atas tanah orang lain yang belum bersertifikat sebagaimana 

telah di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi 

pemerintah untuk selalu mempermudah masyarakat dalam hal proses penerbitan 

Sertifikat Hak Milik. Bagi para pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang 

melanggar hukum. 
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